SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
'PROVINSI JAWA TENGAH
|

" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
’ NOMOR 99 TAHUN 2021
E TENTANG

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA

Menimbang -

. Mengingat

- SEKRETARIAT DAERAH
vl

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
-
| BUPATI KARANGANYAR,
: a.-bahwa urusan pemermtahan bidang penyusunan

” kebuakan " dan pengoord1nas1an " administrasi
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dilaksanakan
voieh Sekretariat Daerah; o

b. Bahwa guna  kelancaran dan ketertiban'
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu
dlatur struktur tugas fungsi dan tata kerja;

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebaga.lmana
dlmaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,

- Susunan Orgamsas1, Tugas dan FungS1 serta Tata
Kerja Sekretarlat Daerah; -

1. Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalarn
L1ngkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
: Indones1a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

..A‘Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir
_dengan Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2020‘
3 t'entang Cipta KerJa (Lembaran Negara: Republik
_-Indonesm Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor ©6573);




Menetapkan

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16 tentang

|

|

PLerahgkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indones1a Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia’ Nomor 5887)
sebagaumana telah diubah dengan . Peraturan
Pemermtah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18
'I‘ahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

' I?erangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran

I?aerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor
}6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 67) sebagaimana -telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan : dan ‘Susunan
Il’erangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran »
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 .
Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten -

Karanganyar Nomor 1 13), »
§ ,
| MEMUTUSKAN :

|
|

PEﬁATURAN BUPATI TEN’I‘ANG KEDUDUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH.

| o BABI
| : KETENTUAN UMUM

| Pé.sall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
Pemermtah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memlmpm

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadl

\kewenangan Daerah Otonom.

|
|
|



Bupat1 adalah Bupati Karanganyar ~
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati

~dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  dalam

ﬁenyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
‘ . . ,

kewenangan Daerah. :
Sekretans Daerah adalah leplnan dari Perangkat

Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah

10.

@

()

Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat
Daerah ‘

Sekretanat Daerah adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan penyusunan kebijakan = dan
pengoord1nas1an admnistrasi terhadap pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah serta  pelayanan
administrasi. » -
Jabatan Fungsional adalah sekelompok _]abatan yang
berxsl fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsmnal yang berdasarkan pada keahhan dan
keterampﬂan tertentu.
Subkoordmator adalah pejabat fungsmnal Ahli Muda -
yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta
ijengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam
éuatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan

perundang—undangan tentang organisasi dan tata
ker_]a

.'Badan Usaha, M111k Daerah yang selanjutnya

chsmgkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya
d1smgkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh
:umt pelaksana teknis  dinas/badan daerah dalam
inemberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunya1 fleksibilitas dalam pola pengelolaan
keuangan sebagai - pengecualian dari ketentuan

" pengelolaan Daerah pada umumnya.

!

% . BABI
; KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
!

PaSal 2 _
Sekretanat Daerah  merupakan unsur staf
penyelenggaraan pemerintahan Daerah,
\[Sekretanat Daerah di pimpin oleh Sekretaris Daerah
yang berkeédudukan di bawah dan bertanggung jawab

| kepada Bupati.

!,




Pasal 3
(1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah terd1r1 dari :

a. Sekretaris Daerah;

b‘ Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- E membawahkan : |
l 1. Bagian Pemenntahan;

2. Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
' 3. Bagian Hukum o
c. Asisten = Perekonomian  dan Pembangunan,

’ membawahkan .

1. Bag1an Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

)2 Bagian Administrasi Pembangunan; dan

| 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.

d Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
1. Bagian Umum, membawahkan:

‘a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli

dan Kepegawaian;

. b) Subbagian Keuangan; dan-

c) Subbaglan Rumah Tangga dan Perlengkapan
2. Bagian Organisasi;dan :
{ 3. Bagian Protokol - dan- Komun1ka31 Pimpinan,
,‘ | membawahkan :
|
|

a) Subbagian Protokol; dan
b) Kelompok Jabatan Fungsmnal
e. Kelompok Jabatan Fungsmnal
(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat- Daerah
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. |
| _ : .
" BABII
- TUGAS DAN FUNGSI

\

|

|

| . ,

|- Bagian Kesatu

| * Sekretaris Daerah

| SR

‘ ‘Pasal 4 _
Sek’retaris Daerah mempunYai tugas membantu Bupati
dalz}m penyusunan _kebijakan dan pengoordinasian
- administratif “terhadap "pelaksanaari tugas perangkat

l

Daerah serta pelayanan administratif.

?
i
|
|
|
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Pasal 5
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah mempunyai fungsi :

\ . _,
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;

b. p_e\mbinaan dan fasilit_aSi penyclenggaraan kebijakan

Daerah; .
| o , »
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;

d. peimant'auan, evaluasi pclaksanaan kebijakan Daerah;
e. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil

\
Negara; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang d1ber1kan Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsmya
o
|

E o Bagian Kedua

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Paragraf 1

\

\

‘

: ' . Umtim
| . ‘

ﬂ

\

Pasal 6

(1) As1sten Pemermtahan dan Kesejahteraan Rakyat,

| scbagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b
m\erupakan unsur pembantu Sekretaris Daerah.

(2) As1sten Pemermtahan dan Kesejahteraan Rakyat

d1p1mpm oleh Asisten, yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Sekretans Daerah
S

| | -
‘ Pasal 7
\ .

Asisten Pemerintahan dan = Kesejahteraan Rakyat

‘mempunyal tugas membantu Sekretaris Daerah dalam
penyusunan kebijakan Daerah di b1dang pemcrmtahan
dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan

Daerah di bidang kesejahteraan rakyat.

et el A i i PR
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? : Pasal 8

, Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud '

dalar\n Pasal 7, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraanb
Rakyat mempunyai fungsi: |

a.

penyusunan  kebijakan Daerah di  bidang
pémerintahan dan hukum; = ' -
péngoordinasian penyusunan ‘kebijakan Daerah di
b1‘dang kcse_]ahteraan rakyat; '
pengoordmasmn ' pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bldang pemermtahan hukum, dan
kesejahteraan rakyat;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebl_]akan |
Daerah di bidang pemermtahan dan hukum;

. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kcbijakan/

Dé}erah terkait pencapaian tujuan kebijakah, dampak
y_alng - tidak diinginkan,  dan " faktor  yang

m:empcngaruhi pencapaian tuJuan “kebijakan di

' bi?lang kesejahteraan rakyat;

pepyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi
pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya

apb.ratur di bidang pemerintahan, hukum, dan

keseJahteraan rakyat; dan
pelaksaaan fungsi lain yang d1ber1kan oleh Sekretans
Daerah -di bidang pemerintahan, hukum, dan

ke\sejahtcraan rakyat‘, yang berkaitan dengan

tugasnya.
|

|

\ . Paragraf 2

| Bagian Pemerintahan
“ .

% | Pasal 9

(1) Bagxan Pemerintahan sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 merupakan unsur
pembantu Asisten.

(2) Bag1an Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Bagian

Pemermtahan, -berada di bawah 'dan bertanggung
jawab kepada  Asisten Pemerintahan  dan
Kesejahteraan Rakyat. | |



\y
.

| a
| Pasal 10
Kepe:ﬂa Bagian Pemerintahan ‘mempunyai tugas

 melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daersh, '

pengoordinasian perumusan  kebijakan Daerah,
pengbordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemgntauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan -
Daerah pelaksanaan pembmaan administrasi di bidang

-‘adm1n1stras1 pemermtahan, administrasi kewﬂayahan

dan kerja sama dan otonomi Daerah.
j | ~ Pasal 1l

- Dalam melaksanakan fugas._, sebagaimaha diinaksud "

dala%n Pasal 10, ’Kepala Bagian " Pemefintahan
membunyai fungsi : ‘ |

a. pehyiapan - bahan ,pengoordinasiéh perumusan

kebijakan Daerah di  bidang  administrasi
pemerintahvan administrasi kewilayahan dan kerja

\
sama dan otonomi Daerah

b. penyxapan bahan pengoordmas1an pelaksanaan

tugas Perangkat Daerah di bidang administrasi
pemermtahan administrasi kﬂwﬂayahan dan kerJa-
sama dan oton0m1 Daerah,

c. peny1apan bahan ' pemantauah dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang administrasi

pemermtahan, administrasi kcwﬂayahan dan kerJa

sama dan otonom1 Daerah

d. peny1apan bahan pelaksaﬁaari . pembinaan
. | :

ad@inistrasi di bidang administrasi pemerintahan,
administrasi kewilayahan dan kérja sama dan
oténbmi Daex.‘ah; dan |

e. pelaksariaan fungsi lain yang diberikan ‘oleh Asistcn'
Pe%merintahan dan KeAsejahteraa-,n‘ Rakyat yang

N ~betrkaitan dengah tugasnya.

|

\»n .



o Paragraf 3

\ ' Bagian Kesejahteraan Rakyat
l ‘ Pasal 12 _

(1) Bag1an Kesejahteraan Rakyat sebagalmana dimaksud

0
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 merupakan, '

unsur pembantu Asisten. :
(2) Bag1an Kesejahteraan Rakyat d1p1mp1n oleh Kepala
Bagxan Kesejahteraan Rakyat, berada di bawah dan

beftanggung jawab kepada Asisten Pemermtahan dan
KeseJ ahteraan Rakyat.

| | |
1 A Pasal 13 ,

Kepala Bag1an Kesejahteraan Rakyat mempunya1 tugas
melaksanakan peny1apan pengoordmasxan perumusan
kebgakan Daerah pengoord1nas1an pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan Daerah di b1dang keagamaan,

kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat

t G Pasal 14
Dalam melaksanakan tugas- sebagalmana d1maksud '
dalarn Pasal 13, Kepala Bag1an Kese_]ahteraan Rakyat
mempunyau fungsi : :

a. peny1apan “bahan pengoord1nas1an perumusan
kebgakan Daerah di bidang  keagamaan,
kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;

b. peny1apan bahan pengoordmas1an pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah ~ di  bidang keagamaan,
kescjahtcraan sosial dan kescjahteraan masyarakat;

c.fpeny1apan bahan pemantauan ~dan  evaluasi -
pelaksanaan kebijakan ‘Daerah terkait pencapaian -
tuJuan kebuakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruh1 pencapaian tujuan
kebuakan di bidang keagamaan, kesc_lahteraan sosial |
dan kesejahteraan masyarakat; dan -

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Pemermtahan dan Kesejahteraan Rakyat yang
berl\:autan dengan tugasnya ' ’

I

|
|



| Paragraf 4
| Ba‘giaﬁ-Hukum
|
| } Pasal 15
(1) Bag1an Hukum sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf b angka 3 merupakan unsur pembantu
Asxsten
(2) Baglan Hukum d1p1mp1n oleh Kepala Bagian Hukum,
- beyada di bawah dan bertanggung Jawab kepada
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
] o
]; | Pasal 16

Kepalla Bagian Hukum mempu’riyai tugas melaksanakan
penyiapan  perumusan kebijakan Daerah,

pengoord1nas1an perumusan kebijakan  Daerah,

peng‘oordmaman pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, " bantuan hukum . serta
dokqmentam dan informasi.

b

i Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 16, Kepala Bagian Hukum mempunyai

, fungs1 _

a. penylapan bahan perumusan kebijakan Daerah di
bldang perundang—undangan, bantuan hukum serta
dokumentasi dan informasi; - , |

b. pényiapan bahan pengoordinasian perumﬁsan )
kebljakan Daerah di bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentas1 dan informasi;

c. penylapan bahan pengoordmasw.n pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah di di.bidang perundang-undangan,
bantuan hukum serta dokumentasi dan 1nforrna31,

d. penylapan -bahan pelaksanaan pemantauan dan
evaluam di. bidang perundang-undangan, bantuan~
hukum serta dokumentasi dan 1nformas1, dan

e, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh As1sten ‘
Pemerintahan dan Kese_]ahteraan Rakyat yang
berkaitan dengan tugasnya

|




Bagian Ketiga

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Paragraf 1

" Umum

Pasal 18

(1) Asisten Perekonomian dan K Pembe{nguhan,

sebagaumana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c
‘ merupakan unsur. pembantu Sekretaris Daerah.- ‘
(2) As1sten Perekonomian dan Pembangunan dipimpin
oleh Asisten, yang berada dibawah dan bertanggung
Jawab kcpada Sekretans Daerah
. |
‘ o Pasal 19
'Astten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai
/ tugas membantu Sekretans Daerah dalam penyusunan
kebljakan Daerah dan pengoordmasmn penyusunan
kebuakan Daerah di bidang perekonom1an dan sumber
: daya alam, adm1n1stra81 pembangunan, pengadaan
bai‘rang dan jasa.
a Pasal 20
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19, Asisten  Perekonomian  dan

Pembangunan mempunyal fungs1
a. pengoord1nas1an penyusunan kebljakan Daerah di .
:bxdang perekonomian dan stmber daya alam,

| “administrasi pembangunan, pengadaan barang/jasa;

b. \pengoordmasmn ~pelaksanaan  tugas Perangkat

\Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya
. alam, administrasi pembangunan pengadaan barang
ldan jasa; -

,penyusunan kebijakan Daerah di- bldang pengadaan
\ barang dan jasa;
d. {pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

l Daerah di b1dang pengadaan barang dan jasa;

|

.
|
|



e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak

yang tidak diinginkan, dan faktor yang
rriempengamhi pencapaian tujuan kebijakan di
bldang perekonomian dan sumber daya alam, dan
adm1n1stras1 pembangunan, dan A

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
sekretarls Daerah di bidang perekonorman dan

.sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan

p%:ngadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan
tﬁgasnya.

[

| o

B Paragraf 2
l Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam’
|-
!

Pasal 21

(1) Baglan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢
angka 1 merupakan unsur pembantu Asisten.
(2) Bag1an Perekonomian dan Sumber Daya Alam
| d1p1mp1n oleh Kepala Bagxan Perekonomian dan
Sumber Daya Alam, berada di bawah dan’ bertanggung

Jawab kepada Asisten - -Perekonomian 'dan'

Pembangunan
: l.

\ - Pasal 22

ch?la Bagian Pcrekonbmiar_x dan Sumber Daya Alam .

mempunyai - tugas .melaksanakan pengoordinasian
perﬁmusan - kebijakan  Daerah, pengoordinasian
pelai{sanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evalﬁasi pelaksanaan kebijakan - Daerah di bidang
‘pem\\binaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan
sun1lber daya alam.
} Pasal 23

_Dalam melaksanakan tugas sebaga1mana dimaksud
dalam Pasal 22 Kepala Bag1an Perekonomian dan
Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

a. penylapan bahan pengoordinasian perumusan

kebuakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan
BLUD perekonomian, dan sumber daya alam;

|

i




b. penyiapan bahan pengoordinasian  pelaksanaan
tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD
_dan BLUD, perekonomlan, dan sumber daya alam;

c. pFnylapan bahan pemantauan dan evaluasi

'pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian
tllljuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan

 kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD,

: pierekonommn dan sumber daya alam,; dan '

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh As1sten ,
Perekonom1an dan Pembangunan yang berkaitan -

dengan tugasnya.

a

|

E - Paragraf3 .-

1 ‘Bagian Administrasi Pembangunan
| |

\

% ‘ S . Pasal 24

(1) ngiah Administrasi Pembangunan sebagaimana
v dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c¢. angka 2 '

merupakan unsur pembantu Asisten.

(2) Baglan Administrasi Pembangunan d1p1rnp1n oleh
Kzepala Bagian Admimstras1 Pembangunan, berada di
bawah dan bertanggung Jawab kepada As1sten
Perekonorman dan Pembangunan

|
|

| o Pasal 25
,K.ep:a‘la Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai
tugéis ‘ melaksanakan peny1apan pengoord1na31an
perumusan kebijakanni = Daerah, pengoordmaman

pelaksanaan tugas Per_angkat Da_.erah, pemantauan dan-

evalua31 pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang

penyusunan program, pengendalian program dan

: evaluasx dan pelaporan.
S Pasal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

; , .
dalam Pasal 25, Kepala. Bagian Administrasi

Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan

kebx_]akan Daerah di bidang penyusunan program,

p)f:ngendahan program dan evaluasi dan pelaporan;



b. penyiapan bahan pengoordinasian pclaksanaan tugas
Pex['angkat Daerah dibidang penyusunan program,
pengendahan program dan evaluas1 dan pelaporan,

c. pe}xylapm bahan pemantauan dan evaluasi
peilaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian
tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
falfctor VYan{*g mempengai'uhi pencapaian * tujuan
keibijakan di bidang - penyusunan ' program,
péngendalian program = dan evaluasi.dan pelaporan;
daln ' . s

d. pélaksanaah fungsi lain yang dibe:likan oleh Asisten.
Perckonomlan dan Pembangunan " yang - berka1tan
déngan tugasnya.,

; Paragraf 4
{ Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
. |

| \ Pasal 27 ,

(1) léa_gian ‘Pengadaan Barang dan Jasa sebaéaimana
‘-dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 3

merupakan unsur pembantu Asisten. ‘

(2) Baglan Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh

| Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
l?erekonomlan dan Pembangunan

i |

; Pasal 28 _

Kepala Bagxan Pengadaan Barang dan Jasa mempunya1
tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan

' Daerah ‘pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah,

pcngoord1nas1an pelaksanaan tugas Perangkat Daerah |
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi - di bldang
pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaah
layanan pengadaan secara clcktromk pembmaan dan

advokas1 pengadaan barang dan j _]asa




Pasal29
’ Dalam melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud
dalam Pasal 28, Kepala Bag1an Pengadaan Barang dan
J asa mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebuakan Daerah di
' bidang pengelolaan pengadaan barang dan Jasa,
Ipengelolaan Jayanan pengadaan secara elektronik,

\pembmaan dan advokasx pengadaan barang dan .
jasa;

b. l penyiapan bahan pengoordinasian = perumusan
' kebijakan Daerah di bidang. pengelolaan pengadaan
' barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan
l secara elektronik, pembinaan dan advokasi
' pengadaan barang dan jasa; '

’ penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan
i tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan
| pengadaan secara elektronik, pembinaan dan
[ ‘advokasi pengadaan barang dan jasa;

4 penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pengelolaan

\,pengadaan barang dan jé.sa, ‘pengelolaan layanan

| pengadaan secara elektronik, pembinaan dan

\ advokasx pengadaan barang dan jasa; dan

e pelaksanaan fungsi lain yang dlbenkan oleh Asisten

’ - Perekonomian dan Pembangunan  yang berkaitan
- dengan tugasnya. ' |

|

.‘ Bagian Keempat
o Asisten Administrasi Umum
\ .

] , Paragfaf 1
\ Umum

| | | Pasal 30
(1) Asisten Administrasi Umum, seba

|

gaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur
| pembantu Sekretaris Daerah.

‘ (2) Asisten Administrasi Umum dipimpin oleh Asisten,

yang berada dibawah dan bertanggung Jawab kepada

Sekretans Daerah.
|




o

T o Pasal 31

' Asistejn, Administrasi’ Umum  mempunyai ‘ tugas

memﬂantu Sekretaris Daerah dalam pelaksané.an
kebijakan, ‘penyusunan; kebijakan Daerah’  dan
pengo}ord1nas1an penyusunan kebuakan Daerah d1.
bidang umum, organisasi, protokol dan komumkam:
pimpiPan. |

| . ,
\ g ' Pasal 32 }
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana- dimaksud
dalam Pasal 31, Asisten Administrasi Umum rnempunya1

! fungs1

a. pelaksanaan kebuakan di bidang umum, protokol
'dan komunikasi pimpinan; .
b. penyusunan kebijakan Daerah di bxdang organisasi,
pengawasan, keuangan, komun1kas1 dan informatika;
c. pengoord1nas1an pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang organisasi, pengawasan,
kehangan, komunikasi dan informatika; - o
d. penyxapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ‘di
: b1dang umum, organ1sa31, protokol dan komun1kas1
‘ p1rnp1nan,
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebuakan ‘
Daerah di bxdang organisasi;
f. peny1apan pelaksanaan pembinaan adm1n1stras1 dan
.ASN pada instansi Daerah; dan
g. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris
| qurah dibidang umum, organisasi, ‘protokol dan
kdmunika.si ~pimpinan yang berkaitan dengan
tugasnya. - \ ' ‘
| Paragraf 2
‘ | Bagian Umum
IR Pasal 33
(1 )Ba{gian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d angka 1 merupakan unsur pembantu
As1sten N
(2) Balglan Umum d1p1mp1n oleh Kepala Bagian Umum,' ‘
berada di bawah dan bertanggung Jawab kepada

Asmten Administrasi Umum
|
|
4



o Pasal 34

Kepa}lla Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan.

penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan

evalua51 di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan

'kepegawamn, keuangan, rumah tangga dan

perleﬁgkapan. '
|

L Pasal 35

Dalar’n melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34, Kepala Bagian Umum mempunya1
fungs1 ' ' :

a. penylapan bahan pelaksanaan kebuakan d1 bidang
tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawauan,
kéuangan, rumah tangga dan perlengkapan;

b. penylapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
'e\(aluasx di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan
kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan
perlengkapan, dan |

c. pelaksanaan fungsi lain yang d1ber1kan oleh Asusten
Aglm1nlstras1 Umum yang berkaitan dengan
tugasnya.

| : o PR 1
‘ - Pasal 36

(1) Subbaglan sebagaimana d1maksud dalam Pasal -3
‘ayat (1) huruf d angka 1 huruf a), dipimpin oleh
K:epala Subbagian, yang. berada di bawah dan
'b;ertanggun'g jawab kepada Kepala Bagian.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawalan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
mempunya1 tugas: A
q. melaksanakan pengelolaan | administrasi
| perkantoran yang meliputi kegiatan. tata usaha
_ umum, persuratan, kepegawaian Sekretariat
| Daerah dan Staf Ahli, serta /rapat-rapat dinas;

‘ 1? melaksanakan pemantauan dan evaluasi di
| bidang pengelolaan administrasi perkantoran
. yang meliputi kegiatan tata usaha umum,
persuratan, kepegawalan Sekretanat Daerah, dan

. Staf Ah11,~

c. melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan

d. Melaksanakan pengelolaan telekomunikasi.

|

|
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|
|

Pasal 37

(1). Subbag1an sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3
ayat {1) - ‘huruf d angka 1 huruf b), d1p1mp1n oleh
Kepala Subbaglan, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

(2)

Kepala Subbagxan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas

merencanakan keg1atan pengelolaan anggaran,
keuangan, dan pertanggung)awaban anggaran di
lmgkungan Sekretariat Daerah

. menyusun dan melaksanakan kebijakan’

anggaran, perbendaharaan - dan
pertanggunawaban di lihgkungan Sekretariat
Daerah; ’ _ |

melaksanakan teknis péngelolaan administrasi
keuangan, perbendaharaan, anggaran dan
pertanggung]awaban d1 11ngkungan Sekretariat
Daerah; S ‘ ‘ .
melaksanakan tugas penatausahaan keuangan d1 i
lingkungan Sekretariat Daerah;.

:
.

melaksanakan , pengelolaan perbendaharaan,
anggaran dan pertanggung]awaban,
melaksanakan pembmaan ‘dan fasilitasi

perbendaharaan, ) dnggaran dan

pertanggung]awaban d1 hngkungan Sekretarlat

o Daerah

menyusun- bahan Laporan Kinerja instansi
'Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah;

melaksanakan  sistem pengendalian  intern

pemerintah; dan

melakukan evaluasi dan pelaporan fungS1

‘perbendaharaan, - anggaran . dan

pertanggungjawaban di lingkungan Sekretanat
Daerah.



| . Pasal 38

(1) Su?bbagia‘n sebagaimana dimaksud.dalam Pasal 3
ayat (1) huruf d angka 1 huruf c), dipimpin oleh
Ke\pala Subbagian, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. :

(2) Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) mempunyal
tugas ,
a.| melaksanakan urusan rumah tangga Bupat1 dan -

: Wakil Bupati serta Sekreta_nat Daerah;

.| melaksanakan  penyediaan. akomodasi, jamuan,
% makanan dan minuman untuk kegiatan
| Pemermtah Daerah Tamu Pemermtah Daerah
[ dan rapat-rapat; |

: ‘melaksanakan ‘kebijakan = pengamanan,
| pemeliharaan sarana dan prasarana serta
)'l ’menjaga kebers1han kantor di lingkup Sekretarxa’c
, Daerah; : ,
: mclaksanakan | kcbijakan \ pengadaan
[rperlengkapan Bupau dan Wakil Bupati serta
% Sekretariat Daerah; ‘ o

. melaksanakan kebijakan pengelolaan,
; penggunaan, pengéndalian dan pemeliharaarf

' \ kendaraan dinas Bupati, Wakil ‘Bupati dan

1 Sekretanat Daerah serta kendaraan dinas

| »operasmnal dan sewa kendaraan;

% melaksanakan  pemeliharaan  sarana  dan

- prasarana, menjaga kebersihan dan pemeliharaan '

. Rumah Dinas: Bupat1 dan Wakil Bupati serta

; Rumah Dinas Sekretaris Daerah; dan

' melaksanakan penyiapan sarana dan prasaraha
t untuk mendukung kegiatan Bupati dan Wakil
Bupati serta Sekretarxat Daerah

|

|

| ) Paragraf 3
; ' Bag1an Orgamsam
I
|
|

| Pasal 39 ;
(1) B;agian Organisasi’ sebagalmana dimaksud ddlam

Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 merupakan unsur
pclambantu Asisten. ‘

‘
]‘ /
|




(4 4

(2) Bagiari' Organisasi dipimpin oleh Kepala - Bagian
Organ1sa31, berada di bawah dan bertanggung Jawab

kepada Asisten Adm1n1stra31 Umum
Ie

[ :
| Pasal 40

Kep%:lla Bagian = Organisasi mempuhyai tugas
meléksanakan penyiapari perumusan kebijakan Daerah, -
: pengoordmasmn perumusan kebu akan Daerah,

pengoord1na31an pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

_ pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah

di b1dang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan :

; pubhk dan tata laksana, dan kmer_]a dan reformasi

b1rokras1

| .
. ‘ Pasal 41
Dals\zlm melaksanakan _tugas sebagaimana chmaksud

‘ dalam Pasal 40, Kepala Bagian. Organ1sa31 mempunyai

fung51

a. Reny1apan bahan perumusan kebijakan Daerah di

bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan
‘ pubhk dan tata laksana serta kinerja dan rcforma31
blrokra51, _

b. peny1apan bahan pengoordinasian  perumusan |
kebgakan Daerah di bidang kélembagaan dan
alnahs1s jabatan, pelayanan pubhk dan tata laksana
serta kmexja dan reformasi birokrasi; ,

c. peny1apan bahan ‘pengoordinasian pelaksanaan -

' tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan
Anahsxs Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana
serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;

d. penyxapan bahan pemantauan  dan | evaluasi
, pelaksanaan kebijakan Daerah di  bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik

: dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
b1rokras1, dan

e. p\elaksanaan\fungsi lain yang diberikan oleh Asistén

'Administrasi Umum yang berkaitan dengan
tugasnya.
!

|
|




e
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‘Paragraf 4
. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
| oL
; Pasal 42
(1) Baglan Protokol  dan Komunikasi ~ Pimpinan
sebagalmana dimaksud dalam’ Pasal 3 ayat (1) huruf d

angka 3 merupakan unsur pembantu As1sten

(2) Bagxan Protoko] dan Komunikasi Pimpinan dipimpin

o}ch Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

P:impinan, berada di bawah dan bertanggung jawab

kfepada Asisten Administrasi Umum. '

| Pasal 43

' Keljaala Bagian - Protokol dan , Komunikasi - Pimpihan
mémpunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan
kebuakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah pemantauan dan evaluas1 pelaksanaan
kebuakan Daerah di bidang protokol komunikasi

p1mp1nan, dan dokumentasx

o Paéal 44

~ Dalam melaksanakan ‘tugas sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 43, Kepala Bag1an Protokol dan Komumkas1

mepman mempunyai fungsi :
a penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di b1dang
'_ . protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
b penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas.
| Perangkat Daerah di bidang protokol, komun1kas1
| pxmpman, dan dokumentas1
c penylapan bahan pernantauan dan | evaiuasi
J pelaksanaan kebijakan Daerah terkait protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Umum yéng berkaitan dengan

tugasnya,

R



Pasal 45

(1) Subbag1an sebagalmana dimaksud dalamn Pasal 3 °

o ayat (1) huruf d angka 3 huruf aj, d1p1mp1n oleh

I‘{epala Subbaglan, yang berada di bawah dan '

, bertanggung Jawab kepada Kepala Baglan

- (2) Kepala Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud

: pada ayat (1) mempunya1 tugas :
'a.' melaksanakan tata protokoler dalam rangka
penyambutan tamu pemermtah Daerah

b. meny1apkan bahan koordmam dan/atau .

fa51hta81 keprotokolan,

c. menyiapkan bahan informasi acara dan Jadwal

-+ kegiatan Bupati dan Wakil Bupat1,

d. menginformasikah jadwal dan  kegiatan
Pemerintah Daerah dan

e. melaksanakan koord1nas1 dan fas111tas1 keg1atan
Bupat1 dan Wakﬂ Bupat1

Bagian Keljma

Jabatan Fungsional

Pasal 46 | ,
Kelompok J abatan Fungsmnal d1tetapkan berdasarkan

R p—

peraturan pcrundang-undangan berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bagian. |

(2) Jumlah Jabatan Fungsional s’ebagai'mana dimaksud

pada ayat (1), dltentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja. ‘

Pasal 47
) Kelompok Jabatan Fungsional terdm dan tenaga

fungsional yang terbagi dalam I'elompok

sesuai
dengan b1dang keahliannya. o
) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsmnal sebagalmana

dlmaksud pada ayat (1), dlatur “sesuai peraturan
perundang—undangan S




Pasal 48

(1) P‘\jida Kelompok Jabatan Fungsional dapat di‘bentuk_ |

Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu)
bggian.' | | |

(2) Jel‘:nis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh
Bupati atas usulan Sekretaris Daerah. |

Pasal 49

b4

Jabatz‘an Fungsiohal ‘melaksanakan - tugas dan

bertaﬂggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui

Subba\,gianl Kepala Bagian sesuai jenis dan jenjang

|
jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan

\
pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV
TATA KERJA

| - ~ Pasal 50
Sekretaris Daerah menyampaikan laporan hasil
peiaksanaan urusan pemerintahan képada Bupati.
|
Pasal 51

Sekretaris Daerah. membuat usulan analisis jabatan,

peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan

standaf kompetensi jabatan kepada Bupati.

Pasal 52

(1) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala

Subbagian dalam melaksanakan tugas menefapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.



-

(2) Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kepala
gubbagm melaksanakan tugas menerapkan prinsip
Eerencanaan, pengorganisasian, pemantauan,
évaluasi dan pelaporan.

(3) |St::kre:tr—.u'is Dgerah, Asisten, Kepala Bagian dan Kgpala
Subbagian melaksanakan Sistem Pengendalian Intern
1\°emerintah (SPIP).

Pasal 53 _ ‘

(1) Sekretaris ‘Daerah bertanggung jawab memimpin,
mengoordinasikan dan memberikan pengarahan _
terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Sekretaris Daerah melaksanakan pengawasan tugas

: \bawah'an dan mengambil langkah-langkah yang

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

|

perundang-undangan.

Pasal 54 ‘ |
Sekfetaris Daerah wajib menyampaikan laporan bcrkala |
tepat pada waktunya. |

‘ .

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Sekretaris
Daerah melakukan koordinasi dengan Camat.

\ - "BABV

: \ . KETENTUAN PERALIHAN
| ,
\

Pasal 56
(1) f’ejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan
Bupati 1m tetap menduduki jabatannya dan
melaksanakan tugasnya = sampai dengan
<\iitetapkannya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Bupati ini.



| A .

(2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya
\ , . .
Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya

glé.n melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai "dengan

;ketcntuan yang berlaku.
(3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bertanggunawéb kepadz?. pejabat

administrasi di atasnya.

BAB VI
'KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57
Padla. saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
pcj;bat yang ada tetap meriduduki jabatannya dan -
mel?ksanak'an tugasnya sampai dengan ditetapkannya

pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 58
Keténtuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap -

jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri

] ' BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Karanganyar Nomqr 92 Tahun 2019 tentang
Ked\udukan, Susunan Orgahisasi 'I‘ugés, Fungsi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kébupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 92) dicabut dan :

diny‘atakan tidak berlaku.



Pasal 60
Peraturan .Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, = memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Karar‘lganya_r.

Ditetapkan di Karanganyér

pada tanggal 31 Desember 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

-JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

\




LAMPIRAN |-
" PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 99 TAHUN 2021 -
TENTANG ‘ v
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
BUPATI
WAKIL BUPATI
. L
-
SEKRETARIS DAERAH '
——————————————————— STAF AHL!
BUPATI
! ]
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN ASISTEN ADMINISTRASI UMUM ‘
] — |
Bagian’ . . . Bagiarn Protokol
n Kesejahteraan ) Bagian Hukum Pe i‘m Bagian Bagian Ba U ; Baglan dan Komunikasi
Ralkyat dan Sumber Pﬁm:; Bamon s e gian Umum Organisast Pimpinan
Daya Alam ‘
. | ] 117 JJf I . J
et 0 et
Kelompok 1 i H = .
Jabatan Seveton [ [ Hlomeok H  Kelompok ketompoke  H U 5 Bimpinan, Gabatan ]l subbagian
Funesional Funesional 1 Funesional. [ -4 Puntuin:nl Funesional | Staf Ahli dan Funeainnal Protokol
LLLI I 1t L o e 0 o u Kepegawaian .
Subbagian
Keuangan
040 |
Subbagi
':" | Ru;am‘;ga
dan
— -a Perlengkapan BUPATI KARANGANYAR
ttd
JULIYATMONO




